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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN2021

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN SEBAGAI WAJIB PAJAK UNTUK KEGIATAN
USAHA BARU DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak
akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk
memberikan kesempatan pertumbuhan dan pemulihan
ekonomi bagi masyarakat, maka perlu adanya kebijakan
pemberian keringanan sebagai wajib pajak untuk kegiatan
usaha baru di Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa kebijakan pemberian keringanan sebagai wajib pajak
untuk kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud pada
konsideran huruf a tersebut di atas merupakan pelaksanaan
dari Pasal ICQ Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Keringanan Sebagai Wajib Pajak Untuk Kegiatan Usaha
Baru di Kabupaten Bupati Kotawaringin Timur.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Letnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6487);



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah
Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 277);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 251);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Keija Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN
SEBAGAI WAJIB PAJAK UNTUK KEGIATAN USAHA BARU
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur

pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur.



6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
sebesar-besamya kemakmuran ralqrat.

8. Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi
dan/atau Badan Usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bert^ggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan

10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adal^ fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk

jasa terkait lainnya yang mencakup motel, losmen, pondok pariwisata,
wisma pariwisata, pesanggrahan, penginapan, rumah sewa, rumah kos,'
tempat penampungan, barak dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) kamar,'

tness perusahaan dan sejenisnya yang dipungut bayaran atau

12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/ldos,
kafetana, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut pajak.
16. Masa Paj^ adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi

dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang
terutang. j j &

17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

18. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah perangkat dan sistem informasi
pajak daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara
angsung dengan perangkat dan system informasi data transaksi usaha
d^ pembayaran pajak daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh
WP.

19. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah
penyakit menular disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome
Corona Virus 2 yaitu jenis virus baru yang belum pemah diidentifikasi
sebelumnya, mampu bertahan hidup lama meskipun berada di luar inang
(makhluk hidup).



20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas wajib pajak daer^ dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
penyesuaian dan pemulihan serta normalisasi secara bertahap sesuai
perkembangan ekonomi bagi kegiatan usaha baru di Kabupaten
Kotawaringin Timur.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pemberian keringanan
kepada WP dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak daerah di
Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB 111

PEMBERIAN KERINGANAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

(1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan kebijakan pemberian
keringanan sebagai WP untuk kegiatan usaha baru;

(2) Jenis pajak yang diberikan keringanan kepada WP untuk kegiatan usaha
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(3) Kepada WP untuk kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mendapatkan keringanan tidak dikenakan pajak selama 6 (enam) bulan
terhitung sejak izin usaha diterbitkan atau usaha tersebut mulai dibuka
dan beroperasi, serta telah mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan
NPWPD.

Pasal 4

Untuk wajib pajak yang ingin mendapatkan pemberian keringanan sebagai
wajib pajak diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui
Kepala Bapenda dengan melampirkan :
a) Fotocopy KTP Pemilik Usaha;
b) Surat Ijin Usaha;
c) Surat Pemyataan kegiatan usaha mulai dibuka atau beroperasi; dan
d) Bukti Lunas PBB-P2 tempat usaha.

Pasal 5

Selama masa pemberian keringanan pendaftaran sebageii wajib pajak pemilik
usaha tidak diperkenankan untuk memungut pajak daerah.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

1TD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021

NOMOR 32
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